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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor
ekonomi, termasuk perbankan. Di era ekonomi digital, layanan perbankan semakin mengandalkan
inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, memperluas aksesibilitas, dan memperkuat daya
saing. Digitalisasi ini menghadirkan peluang besar, seperti pengembangan layanan perbankan berbasis
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aplikasi, transasksi daring yang cepat dan aman, serta kemudahan integrasi dengan sektor ekonomi
lainnya. Namun seiring dengan peluang tersebut, terdapat tantangan baru yang dapat memengaruhi
stabilitas sistem keuangan, terutama terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.

Prinsip kehati-hatian perbankan merupakan fondasi penting dalam menjaga kesehatan sistem
keuangan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank menjalankan operasionalnya secara
bertanggung jawab, mengelola risiko secara cermat, dan melindungi kepentingan nasabah serta
pemangku kepentingan lainnya. ‘Dalam konteks ekonomi digital, bank harus beradaptasi terhadap
risiko baru, seperti ancaman keamanan siber, penyalahgunaan teknologi, serta dinamika pasar yang
semakin kompleks dan cepat berubah.

Di Indonesia, transformasi digital di sektor perbankan berlangsung bersamaan dengan upaya
untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, implementasi
prinsip kehati-hatian sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara
inovasi digital dan stabilitas keuangan. Seperti halnya inovasi teknologi yang menghadirkan fintech
dan juga mobile banking. Fintech/Financial Technology merujuk kepada penggunaan teknologi untuk
memberikan layanan keuangan yang lebih inovatif, efisien, dan mudah diakses. Fintech memberi
layanan yang meliputi pembayaran digital, pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, asuransi
digital, dan pengelolaan keuangan pribadi. Meski demikian, terdapat tantangan dalam penerapannya
seperti keamanan dan perlindungan data, penyalahgunaan dan penipuan, serta lain sebagainya. Oleh
karena itu perlu adanya inovasi untuk menjawab risiko-risiko tersebut, yang mana hal tersebut
diupayakan dengan strategi bank RegTech atau Regulatory Technology. Strategi ini harus dijalankan
dengan berlandaskan pada asas kehati-hatian agar dapat berjalan dengan optimal dalam perbankan
menghadapi risiko-risiko di era digital.

Oleh karena itu, penelitian tentang dinamika kepatuhan prinsip kehati-hatian perbankan di era
ekonomi digital menjadi semakin relevan untuk memahami bagaimana bank dapat beradaptasi dengan
perubahan ini tanpa mengabaikan aspek perlindungan dan mitigasi risiko. Penelitian ini bertujuan
untuk menggali lebih dalam mengenai strategi bank di era digital yang berlandaskan pada prinsip
kehati-hatian dalam menghadapi tantangan dan risiko yang muncul di era ekonomi digital. Dengan
demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk memperkuat
kerangka regulasi dan praktik perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang
berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dari penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengambilan data
melalui kajian pustaka, dimana penulis melakukan kajian pustaka menyeluruh terhadap literatur yang
relevan mengenai perbankan di era digital dan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya di Indonesia.
Selain itu jenis daripada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang
bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, atau menggali fakta-fakta yang ada mengenai
suatu fenomena atau kejadian tanpa mencoba untuk menguji hipotesis atau mengubah variabel-
variabel yang diteliti. Dalam penelitian deskriptif, peneliti bertujuan untuk memberikan informasi
yang mendetail mengenai karakteristik atau ciri-ciri objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Prinsip Kehati-hatian dan Peran Vitalnya dalam Menjaga Stabilitas Keuangan
Prinsip Kehati-hatian adalah konsep yang berasal dari kata "hati-hati" (prudent), yang
memiliki kaitan erat dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan bank. Kata prudent dapat diartikan
sebagai bijaksana, tetapi dalam konteks perbankan, istilah ini lebih sering diartikan sebagai hati-hati
atau kehati-hatian. Sehingga prinsip kehati-hatian perbankan (prudent banking principle) adalah
sebuah asas yang mengharuskan bank atau lembaga keuangan untuk menerapkan tindakan kehati-
hatian dalam menjalankan fungsi dan aktivitas bisnisnya. Hal ini mencakup upaya mengenal nasabah
dengan baik untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada mereka. Dengan

1 Imas Khaeriyah Primasari 2016. Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan. Jurnal investasi 69-78
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demikian, prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan,
sehingga mereka tetap merasa aman dan yakin untuk menyimpan dana di bank.

Prinsip kehati-hatian engharuskan bank untuk bertindak secara cermat dan penuh kehati-
hatian dalam menjalankan fungsi serta kegiatan usahanya, guna melindungi dana masyarakat yang
telah dipercayakan kepada mereka. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992
tentang Perbankan, bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, oleh karena prinsip kehati-hatian menjadi asas
terpenting yang wajib diterapkan. Artinya perbankan perlu konsisten dalam menjalankan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dengan berlandaskan profesionalisme dan
itikad baik.

Adapun terdapat 5 prinsip utama yang disebut “5 C’s” dalam melaksanakan prinsip kehati-
hatian, yakni, pertama, Character atau Penilaian Watak dan kepribadian calon debitur. Penilaian ini
bertujuan untuk memastikan kejujuran serta niat baik calon debitur dalam memenuhi kewajiban
pembayaran pinjaman sebelum mendapat kredit dari bank, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi
bank di masa mendatang. Kedua, Capacity atau Penilaian Kapasitas, dimana bank harus mengevaluasi
keahlian calon debitur dalam bidang usahanya serta keahlian manajerialnya, guna meyakinkan bank
bahwasannya usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang kompeten. Jika kemampuan bisnis
calon debitur dinilai rendah, maka pemberian kredit tidak layak untuk dilakukan. Ketiga, Capital atau
Penilaian terhadap Modal, dimana bank melibatkan analisis menyeluruh terhadap kondisi keungan,
baik di masa lalu maupun masa depan, untuk menilai kemampuan permodalan calon debit dalam
mendukung pembiayaan proyek ataupun usaha mereka. Keempat, Collateral atau Penilaian terhadap
Agunan, yang mana dilakukan untuk menanggung risiko kredit macet akibat wanprestasi oleh debitur.
Oleh karenanya, calon debitur biasanya dimintai menyediakan jaminan berupa agunan yang memiliki
kualitas tinggi, mudah dicairkan, serta bernilai minimal sebesar jumlah kredit ataupun pembiayaan
yang diterima. Kelima, Condition of Economy atau Penilaian terhadap Prospek Usaha Nasabah
Debitur, oleh bank harus mencakup analisis kondisi pasar, baik di tingkat domestik maupun
internasional dengan mempertimbangkan data historis dan proyeksi masa depan. *Tujuannya untuk
memahami potensi pemasaran hasil proyek atau usaha calon debitur yang akan dibiayai.

Dengan memperhatikan kelima prinsip utama tersebut, maka penerapan prinsip kehati-hatian
juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika semua bank
menerapkan prinsip ini dengan baik dan maksimal, maka hal tersebut menciptakan lingkungan
perbankan yang stabil dan terpercaya. Stabilitas ini penting baik baik bagi bank maupun bagi
masyarakat sebagai nasabah. Bagi bank, mencegah kerugian yang mungkin akan dialami bank bila
tidak melakukan analisis berasaskan kehati-hatian terhadap calon debitur, serta bagi nasabah untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan sehingga masyarakat akan merasa aman
untuk menyimpan dananya di bank.

Fintech hingga Mobile banking Transformasi Digital Baru dalam Industri Perbankan

Perubahan pola konsumsi masyarakat masa kini cenderung ke arah digital. hal ini, mendorong
perbankan mengakselerasi proses transformasi menuju perbankan digital. Transformasi digital dalam
perbankan adalah proses untuk mengubah cara bank beroperasi dengan mengadopsi teknologi,
strategi, dan praktik digital. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih
baik, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Transformasi digital dalam perbankan di
Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, Perkembangan pesat
teknologi digital telah membawa angin segar dalam dunia perbankan. Jika dulu kita harus
mengunjungi cabang bank untuk melakukan transaksi, kini perbankan digital memungkinkan kita
mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan internet.
Kemudahan akses ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih
tinggi.

Selain itu, biaya operasional yang lebih efisien membuat perbankan digital dapat menawarkan
tarif yang lebih kompetitif kepada nasabah. Keamanan transaksi pun semakin terjamin dengan adanya
fitur-fitur canggih seperti sidik jari dan OTP. Transaksi dapat dilakukan secara real-time dan lintas

2 Rahma Yudi Astuti 2016. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro
(Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo) 119-145
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area, sehingga mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Era digital juga telah menghilangkan
kebutuhan akan dokumen fisik seperti cek atau slip pembayaran, sehingga proses transaksi menjadi
lebih praktis dan efisien Singkatnya, perbankan digital telah merevolusi cara kita bertransaksi.
Dengan segala kelebihannya, perbankan digital semakin diminati oleh masyarakat dan menjadi tren
yang tak terelakkan. Seiring dengan adopsi teknologi yang terus meningkat di kalangan masyarakat.
Fenomena ini melibatkan berbagai aspek, seperti pengembangan layanan digital (Mobile Banking) ,
integrasi teknologi finansial (fintech), dan penggunaan data untuk meningkatkan pengalaman
pengguna.

Jika berbicara tentang perkembangan layanan digital perbangkan pastinya sudah tidak asing
lagi dengan istilah Mobile banking . Konsep Mobile banking sebenarnya telah muncul sejak awal
perkembangan teknologi telekomunikasi. Namun, implementasi praktisnya baru mulai marak pada
akhir abad ke-20 dengan semakin meluasnya penggunaan ponsel pintar. Salah satu tonggak
sejarahnya adalah ketika beberapa bank di negara maju mulai menawarkan layanan SMS banking
yang memungkinkan nasabah melakukan cek saldo dan transfer sederhana melalui pesan singkat.
Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan data seluler, fitur-fitur mobile banking pun semakin
lengkap, memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan melalui aplikasi di ponsel
mereka. Bayangkan, kamu bisa transfer uang, bayar tagihan, atau cek saldo kapan saja dan di mana
saja, asalkan ada koneksi internet. Tidak perlu lagi antri di ATM atau ke bank. Semua urusan
perbankan jadi lebih praktis dan cepat. Bahkan kita juga bisa investasi, top up e-wallet, atau sekedar
beli pulsa. Pokoknya, semua kebutuhan finansial sehari-hari bisa diurus lewat satu aplikasi aja. nah,
itulah kegunaan Mobile banking .

Di Indonesia, bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, BNI, dan BRI juga telah
mengembangkan aplikasi mobile banking yang kaya fitur, seperti sistem keamanan berbasis
biometrik, pengelolaan investasi, hingga pembayaran menggunakan QR code. Fitur-fitur ini
disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda dan pekerja urban yang mengutamakan kepraktisan.
Tidak hanya itu perbankan tradisional juga menjalin kolaborasi dengan perusahaan fintech untuk
memperluas jangkauan layanan keuangan. Fintech, seperti OVO, GoPay, dan Dana, telah mengubah
cara masyarakat Indonesia bertransaksi dengan menyediakan layanan pembayaran digital yang
terintegrasi dengan berbagai platform, termasuk e-commerce dan transportasi online. Kolaborasi ini
memberikan keuntungan dua arah: bank mendapatkan akses ke teknologi dan inovasi fintech,
sementara fintech memperoleh kepercayaan dan dukungan infrastruktur dari institusi perbankan.

Selain itu, integrasi fintech memungkinkan akses keuangan yang lebih inklusif bagi
masyarakat di daerah terpencil, di mana akses ke cabang bank fisik seringkali terbatas. awal mula
adanya (fintech) adalah dari munculnya mesin ATM. Mesin inilah yang pertama kali memperkenalkan
konsep transaksi keuangan tanpa harus bertatap muka dengan petugas bank. Setelah itu,
perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuat fintech semakin canggih. Muncullah
berbagai macam layanan fintech, mulai dari e-wallet, peer-to-peer lending, hingga robo-advisor.

Sederhananya adalah Fintech (Financial Technology) itu diibaratkan payung yang besar,
mencakup semua inovasi teknologi yang diaplikasikan di bidang keuangan. Jadi, tidak cuma soal
aplikasi di ponsel, tapi juga bisa berupa platform online, perangkat lunak, dan model bisnis baru yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Fintech itu lebih fokus pada inovasi
dan disrupsi. Mereka sering kali menawarkan solusi yang berbeda dari cara tradisional bank dalam
melakukan transaksi keuangan. Contohnya, fintech bisa menyediakan layanan pinjaman tanpa agunan,
pembayaran digital antar pengguna, atau investasi berbasis algoritma. jika dibandingkan dengan
Mobile banking. Mobile banking itu sebenarnya bagian dari fintech. Dia memanfaatkan teknologi
mobile (ponsel pintar) untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah. Jadi, kalau fintech itu
konsep yang lebih luas, mobile banking itu lebih spesifik ke layanan perbankan yang dilakukan
melalui perangkat mobile. Mobile banking pada dasarnya adalah perpanjangan dari layanan yang
sudah ada di bank, cuma dipindahkan ke platform digital. Kamu bisa melakukan berbagai transaksi
perbankan seperti transfer, pembayaran, cek saldo, dan lain-lain melalui aplikasi di ponselmu.
Kesimpulannya, fintech itu seperti induknya, sedangkan mobile banking itu anaknya. Keduanya
saling melengkapi dan sama-sama berperan penting dalam mengubah cara kita mengelola keuangan.
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Fintech telah membawa revolusi dalam dunia perbankan. Namun, kita perlu bijak dalam
menggunakannya. Selalu pastikan untuk memilih penyedia layanan fintech yang terpercaya dan
memiliki izin resmi. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan kesadaran akan keamanan data dan
selalu waspada terhadap potensi penipuan. Meskipun fintech menawarkan banyak manfaat, ada juga
beberapa risiko yang perlu diperhatikan.

Meskipun fintech menawarkan berbagai manfaat, pengguna perlu waspada terhadap beberapa
risiko yang mungkin terjadi. Salah satu risiko utama adalah keamanan data. Dalam transaksi digital,
data pribadi dan keuangan pengguna rentan terhadap ancaman peretasan atau pencurian jika tidak
dikelola dengan baik oleh penyedia layanan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
platform fintech yang digunakan memiliki sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan
autentikasi ganda. Selain itu, potensi penipuan juga menjadi tantangan, terutama dalam layanan
pinjaman online atau e-wallet, di mana pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah untuk menipu
pengguna melalui skema phishing, aplikasi palsu, atau transaksi tidak sah. Ketergantungan pada
teknologi juga dapat menjadi kendala, karena gangguan teknis seperti server down atau masalah
jaringan dapat menghambat akses layanan keuangan. Di sisi lain, kurangnya regulasi di beberapa
aspek fintech, terutama pada pemain baru di industri ini, dapat membuka peluang bagi penyedia
layanan yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan konsumen. Oleh karena itu, pengguna harus
bijak dalam memilih platform, membaca ulasan, memverifikasi izin operasional dari otoritas resmi,
dan selalu menjaga kerahasiaan data untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Strategi Bank ""RegTech' dalam Memitigasi Risiko dan Meningkatkan Kepatuhan .

Regulatory Technology (RegTech) telah menjadi komponen vital dalam lanskap perbankan
Indonesia, khususnya dalam era digitalisasi yang semakin pesat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator utama sektor keuangan telah mengambil langkah signifikan
dalam mengadopsi dan mengimplementasikan RegTech untuk meningkatkan efisiensi pengawasan
dan kepatuhan dalam industri perbankan, terutama dalam konteks mobile banking dan layanan
keuangan digital lainnya.

Dalam upaya memitigasi risiko fintech dan mobile banking, Bank Indonesia telah
menerbitkan beberapa kebijakan kunci, termasuk PBI N0.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial dan PADG No0.21/3/PADG/2019 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial
dalam Sistem Pembayaran. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian
dalam inovasi digital, termasuk kewajiban untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat,
perlindungan data konsumen, dan ketahanan sistem operasional. *Sejalan dengan itu, OJK juga telah
mengeluarkan POJK No0.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dan POJK
No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang
mengatur aspek kepatuhan dan manajemen risiko dalam layanan keuangan digital.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan (prudential banking principles) menjadi fondasi
penting dalam implementasi RegTech di Indonesia. Bank Indonesia dan OJK mengintegrasikan
prinsip ini ke dalam berbagai aspek pengawasan digital, termasuk:

1. Manajemen Risiko Digital, Mewajibkan bank untuk memiliki sistem deteksi dan pencegahan fraud
yang canggih, termasuk implementasi artificial intelligence untuk monitoring transaksi
mencurigakan.

2. Keamanan Siber, Menetapkan standar minimum keamanan siber yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara fintech dan mobile banking, termasuk enkripsi end-to-end dan multi-factor
authentication.

3. Perlindungan Data, Mengharuskan penerapan sistem perlindungan data yang ketat sesuai dengan
prinsip privacy by design, termasuk mekanisme consent management dan audit trail untuk setiap
akses terhadap data nasabah.

4. Stabilitas Sistem yang mana mewajibkan bank untuk memiliki sistem backup dan disaster recovery
yang handal, serta rencana kontinuitas bisnis yang komprehensif.

Dalam konteks mobile banking, kedua regulator telah mengembangkan framework
pengawasan yang lebih ketat, mencakup aspek operasional, keamanan, dan perlindungan konsumen.

3 Niluh Martiniasih, Deli Bunga Saravistha 2022. Harmonisasi Kewenangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan
Regulatory Sandbox Dalam Inovasi Berbasis Fintech Di Indonesia
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Ini termasuk kewajiban untuk melakukan stress testing berkala, pemantauan real-time terhadap
transaksi, dan pelaporan insiden keamanan secara sistematis. Bank juga diwajibkan untuk memiliki
sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah transaksi mencurigakan secara otomatis, sesuai dengan
prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorism Financing (CTF). *

Untuk mendukung prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia dan OJK juga telah mengembangkan
sistem pengawasan terintegrasi yang memungkinkan monitoring real-time terhadap aktivitas fintech
dan mobile banking®. Sistem ini dilengkapi dengan kemampuan analitik tingkat lanjut untuk
mendeteksi anomali dan potensi risiko sistemik. Selain itu, kedua regulator juga mewajibkan bank
untuk melakukan assessment risiko secara berkala dan mengimplementasikan kontrol internal yang
kuat. Dalam aspek perlindungan konsumen, regulasi yang ada mewajibkan bank dan penyelenggara
fintech untuk menerapkan prinsip transparansi, termasuk disclosure yang jelas tentang risiko produk
dan layanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Ini sejalan dengan prinsip kehati-
hatian yang menekankan pentingnya perlindungan kepentingan nasabah.

Bank Indonesia dan OJK juga telah mengembangkan regulatory sandbox yang
memungkinkan pengujian inovasi fintech dalam lingkungan yang terkontrol. Ini mencerminkan
pendekatan kehati-hatian dalam mengadopsi teknologi baru, di mana inovasi dapat diuji dan
diperbaiki sebelum diluncurkan ke publik. Proses ini membantu memastikan bahwa inovasi finansial
tidak hanya mendorong efisiensi tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kepatuhan yang
diperlukan®. Di masa yang akan datang, pengembangan RegTech di Indonesia akan terus berfokus
pada penguatan aspek kehati-hatian dalam industri keuangan digital. Ini termasuk rencana untuk
mengimplementasikan teknologi pengawasan yang lebih canggih, meningkatkan standar keamanan
siber, dan mengembangkan framework yang lebih komprehensif untuk manajemen risiko digital.
Dengan pendekatan ini, RegTech diharapkan dapat terus mendukung inovasi dalam sektor keuangan
sambil tetap menjaga stabilitas sistem dan melindungi kepentingan nasabah.

Penting untuk dicatat bahwa keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian tetap menjadi
prioritas utama dalam pengembangan RegTech di Indonesia. Bank Indonesia dan OJK terus berupaya
menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi sambil memastikan bahwa prinsip kehati-
hatian tetap terjaga, menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi
juga aman dan stabil.

SIMPULAN

Era ekonomi digital telah membawa transformasi signifikan dalam lanskap perbankan
Indonesia, menciptakan paradigma baru dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Perbankan Kini
menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola risiko yang semakin beragam, mulai dari
keamanan siber hingga persaingan dengan fintech. Dalam konteks ini, regtech (regulatory technology)
muncul sebagai solusi strategis untuk memastikan kepatuhan regulasi yang efektif, sementara
regulatory sandbox menyediakan ruang uji coba yang aman untuk inovasi finansial. Di tengah arus
perubahan ini, lembaga perbankan dituntut untuk mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan
prudential banking, sembari terus beradaptasi dengan preferensi nasabah yang dinamis melalui
pengembangan mobile banking dan layanan digital lainnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut,
Bank Indonesia dan OJK berperan penting dalam membentuk kerangka regulasi yang adaptif.
Penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan menjadi prioritas utama, didukung dengan sistem
deteksi dini risiko dan peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang selaras dengan prinsip kehati-
hatian. Investasi dalam pengembangan kapabilitas digital dan SDM menjadi kunci keberhasilan
transformasi ini, ditambah dengan optimalisasi layanan digital banking yang tetap mematuhi standar
keamanan dan regulasi yang ditetapkan oleh kedua otoritas tersebut.

Keberhasilan navigasi di "lautan risiko™ ini membutuhkan pendekatan holistik yang
melibatkan sinergi antara regulator dan industri. Kolaborasi antara bank tradisional dengan fintech,

4 Eddy Manindo Harahap 2022. Meningkatkan peran industri perbankan dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh
5 Astuti , Nabila Syahda Kamila , Nurul Holida , Muzayyanah Agustin 2024. Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi
Sistem Pembayaran Indonesia, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 130-140

6 6 Croys Diansyah A. Ual , Jeffry A.Ch. Likadja, Rudepel P. Leo 2023. Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology
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didukung pengawasan dari Bank Indonesia dan OJK, menciptakan ekosistem keuangan digital yang
sehat. Implementasi teknologi pengawasan yang efektif dan peningkatan literasi digital menjadi
fondasi penting dalam membangun kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan digital. Dalam
jangka panjang, keberlanjutan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam ekonomi digital.
Perbankan harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan manajemen risiko yang
prudent, sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi dari Bank Indonesia dan OJK. Transformasi
digital dalam industri perbankan bukan sekadar tentang adopsi teknologi, melainkan juga tentang
membangun fundamental yang kuat melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang tepat, didukung
oleh regtech dan regulatory sandbox, untuk menciptakan sistem perbankan digital yang aman, efisien,
dan berkelanjutan di Indonesia.
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